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PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Suayan 07 Februari 1980, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Menjahit, tempat
kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanah Nyaring 17 September 1971, agama
Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan
Menjahit, tempat Kediaman di Kabupaten Agam, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22

Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Payakumbuh dalam register Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 22

Februari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 14 Januari 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 01
Februari 2001;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai
berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-
masing bernama:

3.1.ANAK | PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28

Desember 2001;
3.2. ANAK || PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Maret

2008;
3.3. ANAK Il PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 Maret

2012;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran

dan perselisihan yang disebabkan karena:
4.1.Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan

kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja tanpa
memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
4.2. Setiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, Tergugat

selalu menanggapinya dengan emosi, bahkan Tergugat pernah
memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar di

bagian mata;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama,

Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah

sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 yang

disebabkan karena ketika itu Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat untuk berlebaran disana, namun setelah kembali dari rumah
orang tua Penggugat tersebut, Tergugat marah-marah tanpa sebab dan
alasan yang jelas dan langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat,
sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya,;
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7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang
tua di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang tinggal

dan menetap di rumah kontrakannya di Kabupaten Agam;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk

Penggugat dan anak;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah di usahakan

untuk berdamai, baik dari Penggugat dan Tergugat sendiri, maupun oleh

orang lain;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang

Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan

dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai

dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu,

yangmana Penggugat hanya bekerja sebagai tukang jahit dan hanya

memiliki penghasilan lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

setiap bulannya, dan Penggugat memiliki tanggungan 3 orang anak maish

sekolah;

12. Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat keterangan tidak

mampu dari Nagari Suayan Nomor: -, tanggal 14 Januari 2019;

13. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama

Payakumbuh untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil
kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) tehadap

Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider
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- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap
sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus
wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat
telah dipanggil sesuai relass penggilan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Pyk, yang
dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan
perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan
Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban
Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap
pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Februari 2001 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermeterai
cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan

SLA, pekerjaan Pegawai Kontrak di RS. lIbnu Sina, bertempat tinggal di

Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
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Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam selama 15
hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong yang sama
sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan terakhir tidak rukun sudah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tidak pernah melihat dan
mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah melakukan
kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat
sehingga Penggugat mengalami memar di bagian muka Penggugat
dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga
sehingga Penggugat yang berusaha dengan menjadi penjahit untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut saksi ketahui dari
cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2
(dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat karena Pengguat dan Tergugat sama-sama
tidak ingin berbaik lagi;
2.-SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh
Kota, Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada bulan Januari 2001;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam kemudian
pindah ke rumah kontrakan di Jorong yang sama sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak 2 bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak pernah
melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang
bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga,
karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari Penggugatlah yang bekerja dan Tergugat pernah
memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar di
bagian mata;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang 2 (dua) bulan

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan perdamaian,
karena Penggugat tidak ingin berbaik dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan
karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim
menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik
kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan
demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah sejak bulan Januari 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang
bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena
Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga
bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang
bekerja, Setiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, Tergugat
selalu menanggapinya dengan emosi, bahkan Tergugat pernah memukul
Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian mata dan
pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan karena
ketika itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk berlebaran
disana, namun setelah kembali dari rumah orang tua Penggugat tersebut,
Tergugat marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan langsung
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menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut,
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
lebih kurang 8 bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap
pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah
dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo
Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis
Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini,
yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 14 Januari 2001 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota serta
pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis
Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat.
Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi
ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal
175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah
memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
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tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan
kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun
tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi
mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi
perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak
lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar
2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun
hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui
secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan
Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan
Jurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah
memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi
Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena
Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah
tangga dan Setiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga,
Tergugat selalu menanggapinya dengan emosi, bahkan Tergugat pernah
memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengalami memar di bagian
mata;
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3. Bahwa selama berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat
dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai suami istri;

4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak pernah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak ingin
berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),
selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit
untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5
Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,
melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan
sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak
yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka
berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang
mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari
rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
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seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan
perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat
Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Jass Lgdl] 1oiKoudd 131531 2%udil 53 o5 315 Ol aslils Hes

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana
kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Alool | > o g | ouw Laall |5
Artinya : Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

asll uolall ade §llb lg=>g ) azg il s Jl pac awwl 3]
Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang

yang dekat Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat, oleh karena itu
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ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah
talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan
Biaya Perkara Nomor W3-A5/276/Hk.05/11/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 22 Februari 2019, Penggugat
dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2019;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Payakumbuh Tahun 2019;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Lazuarman, M.Ag, Ketua
Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Zurniati dan Efidatul Akhyar, S.Ag, Hakim-
Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Zurniati
dan Efidatul Akhyar, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta Deswita, S.H.l.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. Zurniati Drs. Lazuarman, M.Ag.
Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag.
Panitera Pengganti

Deswita, S.H.l.

Rincian Biaya Perkara:
11. Pendaftaran Rp 30.000,00

2.2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp244.000,00
4. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
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